
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
j' Nomor 02 TAHUN 2002 Seri C Nomor 02

PERATURAN DAtrRAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR I TAHUN 2OO2

TENTANC

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MA.'ELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRIIAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAI{ SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA I}ANDA ACEH,

Menir[bang : d- bah\a kehiduparr masyamkat nceh lclalt
fienrbcrikan kedudukdn dan peran tcrhorfiat kcpada
tllanra dalam bernrasyar'akat dan bcrnegara.
sehingga kcpadanya perlu diberikan legitirnasi
dcngan nremben(uk srratu Lenlbaga Ulaura:

b. bahwa untuk memberi peran kepada Ularna dalarl
pcnetapar Kebijakao Daelab sesuai dengan Undang-
undan-e Nomor 44 Talu 1999 tentang
PcD)'elenggnraan Kcist lrcwaan Plopirlsi Daeralr
lstinrewa Acclr. perlu dibenluk Organisasi dan Tal.r
Keda Majel is Perrnusyawaratan Ulanra (MPU) Kota
Banda Aceh:



M€rgingat : 1.

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam
suatu Peraturan Daerah;

Uudang-uMang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatem Utara
(Lembaiar Negara Republik Indonesia Tahr.rn 1956
Nonor 59. Tambahan lrmbaran Negara Nomor
l09l):
Undang-undarrg Nomor 22 Tahun 1999 teltang
Penrerintalran Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nonror 43 l'ahun 1999 terrtang
Perubahar Atas Undang-uMalg Nomor 8 Taiun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.
Tirrrl'raharr Lembaran Negam Nomor 3890):
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
lstimewa Aceh (Lemltarai Negara Republik
Indonesia lchun 1999 Nomor 172. Tambalran
Lenrbaran Negara Nonror 3893);
Urrdang'undang Nomor l8 Tahun 2001 tentang
Otononri Khusus Bagi I'rovinsi Dacrah Islimewa
Acch sebagai Provinsi Nang;rroc Aceh Darussalam
(Lembamn Negara Republik hrdonesia Tahul 2001
Nonor ll4. Tambahar Lenrbaralr Negara Nomor
4t34):
Pcnrtulan l)crlerintalr Nomor 5 lahun l98i tentaDg
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun l98i Nornor 5. Tambahal
I-el11baran Negara Nomor i247);

)

5.

4.

6.



7. Peraruian Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Orga sasi pe.angkat Daemh
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 165);

Tahul 1999 Nornor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Nontor 3 tahun 2000 teffang pembentukan
Organisasi dan Tata Keda Majelis iermusyawaratan
Ulamr (MPU) Propinsi Daerah lstimewa Aceh
(Lembaran DaeEh Propinsi Daemh Istimewa Aceh
Nunor 23. Seri D Nomor 23);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
NoDror 5 Tahul 2000. tentang Pelalsanaar Syariat
lslarrr (LeDrbaran Daerah Provinsi Daemh lstinre\va
Aceh Tahul 2000 Nomor 30).

Dcngan persetujuan

DEWAN PEITWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDA ACEH

MEMTJTUSKAN:

Menetapkan: PEITATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KEII"'A MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAI\,IA (MPU) KOTA BANDA ACEH.



BAB I
Kf,TENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan I
l. Kota adalah Daerah Otonom yang di pimpin oleh

Walikota;
2. Pe erintah Daerah adalah Walikota

Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
beserta
Badan

Eksekutil'Daerah:
3. Walikota adalah Walikota BaMa Aceu;
4- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya

disebut DPRD adalalr DPRD Kota Banda Aceh:
5. Kcislimewaan Aceh adalah kewenangan khusus

untuk menyeleDggarakan kehidupan bemganra. adat.
perdidikal dao perar ulama dalam penetapan
Kebiiakan Daerah:

6 Kebiiakan Daeralr adalah Peraturan Daerah dan
Kcputusan Walikota yang bersifat mengatur dan
nrengikat dalanr Penyelenggaraan Keistinlewaan

7. Syariat lslam adalah Tuntunan Ajaran Islam dalarn
sculua aspek Kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan
lladist:

S.Majelis Pennusyau/qratan Ulama selaniutnya
discbul MPtl adalah Ma_ielis Penltrsyawamtan
[JI i ln lr  Kotd Banda Aceh:

9. lJlaura adalalr orang yang memiliki, nrenguasai dan
nrcrnahanri tentang ilrnu-ilmu syariat lslam secara
mendalam dan diakui kredibilitasnya oleh para -
ularna dan takut kcpada Allah SWT, berakhlaq
irulia. kharismatik dan menjadi panutan bagi \
nrasyankat baik berasal dari dayalr/pesantren atau



lembata rcndidikan Islam lainn)" dan caldiftj4yaq

BAB
PEMBENTUKAN

pasal 2

3-:'1f1._.0..,rra.1. Daerah ini dibefi(uk Majetisrernluryatvaraun Ulama (MpU) Kota Banda Aceh-

BAB III
ORGANISASI

Bagian pertama
Kcdudukan, Tuges, Frtrgsi, Kervenangan dan

TanggurgJaIlab

pasal 3

{l) M.l,U_ ldalah suaru Badan }ang IncependeD dan

3,ii;. "".", 
pelalsana pemerinah Daerai dan

,r, 
||-f.Y.,.",01,r,:::=pakan rnirra sejarar femerifl.ahurcruh da DPRD.

(3) MI'U bcrkedudukan di lbukota Banda Aceh.

pasal 4



tatanan dan tuntunan Syariat Islam, baik keDada
Pemerintah Daerah. DPRD maupun kepada masyarakal
di Daemh.

Pasal 5 
|

Unruk merryelenggarakal tugas sebagaimana dimaksud 
-pada Pasal 4. MPU nbmpunyai fungsi mengeluarkan'",

daD/atau nrenetapkan Fatwa Hukum- memberikan
peftinrbangan baik diminta atau tidak terhadaD
kebiiakan Daerah. lerutama dalarn bidang penrerinrah-
an. penrbanguDan. penrbinaan kemasJ,arakatan dan
kebudryaan serta tatanan ekonomi yaug Islanri.

Itasal 6

Maielis ltemrusvawaratan Ulama
Kewelan_qan :

nlempunyal

a. nrqnperoleh masukan dari Pemerintah Daerah dan
DPRD tenrang Ketlijakan Daerah;

b. fte,rgawasi dan uenrantau Pelaksanaan KebiialGll
Dacrrh agar sesuai dengan Iatanan dan tuntunan
Syari 'at Islam:

c. nrenlinla keterangan kepada Pemerintah Daemh.
DI'RD. Pejabar Negara. Pejabar pemerintalr dan atau
warga masFEkat terhadsp sesuatu hal yang perlu
ditangani- baik secara langsung atau tidak langsung
yang berhubungan dengan Kebiiakar Daerah;

d. melakukan konsultasi dan dialog dengan Dinas dan
Lcnrbaga Dacrah serta Organisasi Kemasyarakatan;

e. merumuskan dan menetapkao hta tertib yang danrcugitluf kaiteria batasan unrur. mencalonkan dan ._
dicalonkan. memilih dau dipilih yang pantas duduk \.'
dalanr keanggotaan dan pimpinan MpU;



membeiikan rekomcndasi keFada Pemerintah
Dagrah Kota Banda Aceh mengenai rmsur-unsut
Pegau'ai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat
MPU-

Pasal 7

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya
Pemerintalr yang jujur. bersih dan berwibavta sesuai
dengan t ntunan Syariat lslam-

Bagian Kedua
Susunan 0rganisasi

Pasal 8

Oryanisasi MPU terdiri dari :
a. Pimpirar:
b. Sekretariat;
c- Dcwan Paripuma Ulama;
d. Komisi-kornisi-
Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana
lercantum dalam lampiraD dan merupakan bagian
)"|lg tidak terpisahkan dari Peraturan Daemh iDi.

Paragraf I
PimPinan

Pasrl 9

MPU di Pirnpin oleh satu ora[g Ketua dan dua
orang Wakil Ketua.
Pimpiran MPU mempunyai tugas memimpin MPU
dalam nrernberikan pertimbangan terhadap

( l )

(2)

( l )

(2)



kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama di
Daerah.

Pasal l0

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 Pinpinan MPU mempunyai fungsi :
a. Menyatukan Pendapatan Ulama dalam penetapan

kebi_iakan Daerah;
b. Mengeluartkan dan-/atau meFetapkan Fatwa Hukum

dil'ridang Syariat Islam

Paragral 2
Sektetariat

Pasal l l

Sekretariat dipimpin olelr seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas nrelaksanakan urusan urnum,
perlelgkapan- keuangan dan persidangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksr-rd
pada Pasal I I Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pcngclolaan administrasi umum. perlengkapan dan

tata laksana;
b. Pengelolaan adnrinislrasi keua[gan;
c. Penyiapan bahan risalah persidangal;
d. Penghubung MPU dengar Pemerintah Daerah dan

DI'llD serta Lembagalembaga Daerah lainnya.

Pasal 13

(l) Sekretariat terdiri dari :



a. Kepala Urusan Umum,
Perpustakaan;

Perlengkapan dan

b. Kepala Urusan Keuanganl
c. Kepala Urusan Pe$idangan.

(2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud
dalam alat (l) dapat ditempatkan s€banyak-
barr)akn\'a I (tiga) orang staf.

Pasal 14

(l) Kepala Urusan Unrunr. Perlengkapan dan
Itcrpustakaan mempunyai tugas melaksanakan
urusun surul metr) urat- keaBipan. ekspedisi.
penggandaan. rumah tangga. perlengkapan dan tata
laksana serta pendokumentasian dan pelayanan
pefpuslal(aan.

t2t Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas.
melaksanakan pengelolaan adnrinistrasi keuangarr
1'ang mcliputi penyusunal Anggaran. Pembukuan,
Penrbayaran- Pertanggung jawaban dan Pelaporan
Keuarrgan.

(3) Kepala Unrsan Persidangan nrempunyai tugas.
nrclaksanakan urusan persidangan dan risalah yang
melipr.rti persiapan bahan persidangan. notulasi dan
risalah-risalah persidangan.

Paragraf -1
Dervrn Paripurna Ulama

Pasal l5

Dewan I'aripurna Ulama mempunyai tugas memonitor,
erulruskan usulan- nrerlberi pertimbangan.

binrbrngan. nasehat sefta samn-saral kepada



Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MpU
dalam menentukan kebijakan Daerah serta
mengeluarkan darlatau menetapkan Fatwa Hukum di
bidang Syariat lslam dalam pcnyerenggaraafl
Pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan
Masvarakat.

Pasal I6

{ l) I)(wan Par ipurna Ulama terdiri dar
a. Ulama Dayah / PesantreD;
b. Cendikiawan Mr.rslim.

(2) Jumlah Dewal Paripurna Ulama sebagainana
dimaksud dalam ayat (l) sebanyak-banyaknya lg
(delaparr belas) orarg. dari unsur Ulama Kota dan
Kecamatatr.

(3) Peraturar Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama
ditetapkan lebih laniut dengan Kepurusan MpU.

( l )

(2)

Pasal l7

MPU beruidang sekurarrg-kurangnya 3
dalam I (saru) tahun.
Dalam hal-hal mendesak dapat
persidangan Istirnewa.

(tiga) kali

dilakukan

Paragraf 4
Komisi-komisi

Pasal 18

Komisi-konrisi mempunyai tugas merencanaka[ dan
melaksanakan ptogram operasional yang berkenaa[
dengan bidarrg tugasnya, mengimplementasikan segala

l0



b.
c.
o.
e.
I

g,
h.

keputusal padpuma ulam4 mempqsiapkan dala dan
informasi serta pennasalahan ]ang perlu mendapat
penrbahasan / pemecahan dalam Dewan Paripuma
Ulama sebagaimana dimaksud pada Pasal l5den 16.

Pasal 19

Konrisi-komisi terdiri dari :
Komisi Fatwa llukum Syariat Islanr;
Komisi PeDelitian dan Pengembangan:
Konrisi Uklrrah, Dakwah dan Publikasi;
Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
Komisi Ekonomi Ummat:
Komisi Pernberdayaan Perempuan dan Keluarga
Sakinalr:
Komisi Pembinaan Generasi Muda:
Komisi Kcruliumn Urnmat dan Kajian Politik.

P:lsal 20

Lioian tugas masing-rrrasing Komisi sebagaimana
rlinuksud pada Pasal 19 ditetapkan lebih lanjut
dcn$ln Kepulusan MPU-
l-ala car pelaksanaan rapat-rapat komisi
scbagaiDana dimaksud pada Pasal 19 diretapkan
lchih larrlut dcngan Keputusan MPU.

Pasal 2l

Komisi-kornisi sebagairnana dimaksud pada Pasal 19
dipinpin oleh I (satu) orang Ketua merangkap anggota.
I (salu) o.ang Sekrctaris nrcrangkap aDggota dar
seballak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

( l )

( l )

l l



Paragraf 5
Masa Kepengurusan

Pasal 22

(l) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 -
{ l inra) tahun.

(2) Masa kep€ngurusan MPU sebagaimana dimaksud '-'
dalam ayat (l) dapat diperpanjang unruk I (satu)
kali masa kepengurusan berikutnya.

(3) Pergantian atau resof'el kepengurusan MPU dapat
dilakukan sewaktu-\\"ktu atas lrasil kesepakatan
Dpar MPU.

BAB IV
TATA KTRJA

I'rsal 23

Dalam nrelaksanakan tus4snya MPU wajib meDerapkan
prinsip koordinasi. integrasi. singkronisasi dan
sinrplikasi sesuai dengan Syariat lslam, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi sesuai tugas lrasing-masing.

IiAB V
PENGESAHAN LEMBAGA MPU

Pasal 24

(l) Untuk pertanra kali pengisian organisasi lembaga 
-Ml'U dilakukan dalanr Musyawarah Ulama Kota

t2



Banda Aceh yang pelaksanaarmya diprakarsai oleh
Pemerintah Daerah-

(2) Unluk selarjutnya. pergantian dan resafel
kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat
Pennusyawamhn Ulama.

(3) PeDgesalEn tethadap personalia MPU sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) dan (2) dilakukan oleh
Walikota dan s€lanjutnya akan diprakarsai dan
diatur terseMiri dalam Keputusan MPU sesuai
d€ngan ketentuan ya[g berlaku.

Pasal 25

(l) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur
Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalan ayat
(l) ridak dibenarkaD merangkap jabatan dengan
iabatan slruktural dan fi.urgsional lainnya.

(i) Kepada Pegawai Ncgeri yang ditempatkan pada
Sckretariat MPU. selain menerima gaji darr
penghrsilan laimya sesuai dengan ketentuan yarrg
berlaku. juga diberikan tunjangan jabatan Daerah
1'ang akan diletapkaD lebih larjut dengan
Kcpulusan Walikota.

BAB VI
PDMBIAYAAN

Prstl 26

Pembiayiran pcryelenggaraan MPU dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
subsidi atau barltuan Penerintah serta bantuan atau
sunrbaugan lcnrbaga lairr diluar Pemerintah Daerah baik

t3



dalam maupun Luar Negeri yang sah dan tidak
mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belunl diatur dalam Peraturan Daerah ini.
sepanjang lllengenai freraturan pelaksanaannya. akan
diatur lebih lanjut dengaD Keputusan MPU dengan
menrpelhatika[ ketentuan dalr pedoman yang berlaku.

( l )

(2\

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka
keterrtuan laiD yang bertenlangan dengan Pemturan
Dacrah inir. l inyatakon tidak berlaku lagi.
Segala asset dan keuangan Majelis Ulama Kota
Banda Acelr sebagainrana dinraksrld dalam ayat (1)
dialihkan me jadi asset dan keuangan Lembaga
MPU

Pasal 29

Pcmturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal
diunddhgkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintah-
kan pcngundalgan Peraturan Daemh ini dengan
penenrpatannya dalanr LelrbaraD Daerah Kota Banda
Aceh.

l+



Direbpkan di Kota Benda Aceh
pada tanggal 9 Jinuari 2002

25 Dzulqaidah 1422

WALIKOTA BANDA ACEH,

dto

ZULKARNAIN

Diundangkan di Banda Acch
pada tanggal 15 Pebruari 2002

2 Dzulhijjah 1422

SEKRETAIIIS DAERAH KOTA,
IIANDA ACEH

dto

IDRUS HAYAT

LEMBAITAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2OO2 NOMOR 02 SERI C NOMOR 02

t5



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR I TAHUN 2OO2

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PtrRMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

KOTA BANDA ACEH

PENJELASAN UMUM

2.

t . Bahwa sesuai dengan keleotuan Undang-undang Nomor .l.l
Tahun 1999 tentang Peuyelenggaraan Keistinrewaan Aceh.
telalr Drenrberikan licdudr.rkan dan peran terhormat scna
keweDangal kepada Pam Ulalna, l-embaga pendtdikal lslaDl
dan Cendikiawan Muslim untuk bemeran aktif dalanr
mencntukan Kebiiakan Daerah_

Bahwa dalam kenyataannJaa Lernbaga Majelis Ulama Kola
Banda Aceh merupakan salah satu lembaga yarg b€mda di
bawah Koordinasi Pemerintah Daerah dan selarna ini lernhlga
tersebut tidak dibcri kewenangaD dalam nrenenrukan
Kcbijakan Daerah.

Bahwa sebagai impleme asi dari Syadat lslam, diperlukarr
adanya satu badan independen yang terpisah da tidak bcrad{
dibawalr koordrnasi Pemerintah Daerah dan DPIID scrra
bebas dari pengarulr manapun dalam nengeluarka dan/alau
meDetapkan Fatwa hukum terhadap kebiiakan Daerah.

I6



4- Sehubungan dengan maksud ters€but, dirasa perlu membentuk
tembaga Majelis Permusyawaraaan Ularna (MPU) dengdl
menerapkin dalam suatu Pcratursn Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I errpai dettgan Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal l6 a)'at ( l)  l{uruf a
Cukup Jelas

alat ( l)  hu'd b
Yang rennasuk Cendikiarvan Muslim antara lain Ulama-

ulama ynrlS berpcngaruh do[ karisnlatik ].'a[8 nEnjadi pllutan
bagi masyaraktt akan tetapi lidak me|nirrpil Da]?h/Pasanken.

I'asal l6 a!'ar (2) dar' (l)
Ctkttp Jelas

Pasal 17 sarrpai dcogan 18
Cukttp Jclas

Pasal  19hrf  a
Komisi Fattva llukufi Syerial lsla|n. yang benugas. be.r\rcnang dall

berrangBu g jawab dalanr nrenrmuslan dan menSeluatlian Falrva Hukunl
scsuai dcngarr laln an dan tuntulmn Syarial lslafi d6lam pc ent|ta|l
kebiJak fl Dacrah ynng akan diternpuh. f'atwa hulum terscb( tidak saling
hencnbngan dengan fatwa hukum MPU Provinsi NanSSto€ Ac_ch
Dar ssalolr,

Pasal 19 huruf b sampaidelgtn h
CuliLrp Jclas

Pasal 20 s mpai dcn!6n 29
Cukup Jel.s.

I'l


